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Berkaitan dengan kriteria anak yang melakukan tindakan pidana menurut 
PasaJ l angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak menyatakan anak yang mcnjadi korban tindak pidana yang 
selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian 
ekonomi yang disebabka.n oleh tindak pidana. Berbeda dengan PasaJ 45 KUHP, 
meskipun sudah tidak berlaku lagi pasal tersebut menyatakan, bahwa yang belum 
dewasa adalah anak yang belum berumur 16 (enam betas) tahun. Sedang berkaitan 
dengan anak menjadi korban pidana, KUHP mengatur umur anak belum genap IS 
(Lima belas) tahun. 

Setelah dilakukan pembahasan maka disimpulkan bahwa faktor penyebab 
tcrjadinya tindak pidana pelt:cehan seksual yang dilakukan anak yaitu, faktor 
ekonomi, faktor Linglcungan yang terdiri dari lingkungan sekolah, pergaulan 
bennain bisa juga Lingkungan rumah tangga, kalau dari Lingkungan ekonomi 
dengan kurangnya akan kcburuhan itu bisa juga, dcngan tercukupinya akan 
keburuhan bisa juga dari kurangnya perhatian orang tua schingga anak lebih bebas 
bergaul. 

Untuk dapat menccgah dan menggulangi terjadinya tindak pidana yang 
khususnya peleeehan scksual terhadap anak di bawah umur. Upaya untuk 
mencegah dan cara menanggulangi yaitu dengan cara ditambahnya suatu 
pendidikan dan tata krama (moral) bagi anak untuk mengetahui kcsopanan baik 
dari dari segi pendidikan sekolah ataupun dari keluarga sendiri Kcluargalah yang 
sangat mendukung bagi pendidikan anak untuk berkelakuan baik, dan dari 
pemerintah sangat beiperan dcngan diberantasnya peredaran obat-obatan terlarang 
dan berita masa media tentang pomografi yang dapat mempengaruhi perilaku 
anak ke arah yang negatif dan melanggar nilai agama dan norma bukum. 

Hukum diperlukan untuk mewujudkan dan mcnjaga talllD8n kchidupan 
bersama yang harmonis. Tanpa adanya aturan hukum, kehidupan masyarakat akan 
tercerai-berai dan tidak dapat lagi disebut sebagai satu kesatuan kehidupan sosial. 
Oleh karena itu, terdapat adagium. di mana ada masyaralcat di situlah ada bukum. 
Jadi vonis yang dijatuhkan tcrbadap terdalcwa Anton Sihombing bisa dijadikan 
acuan bahwa hukum di ocgeri ini masih belum bisa memberi.kan apa yang 
diharapkan bagi yang berhak mendapatkan suatu keadilan. 
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